GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR o0& TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 014 TAHUN 2021 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA

BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 014
Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2021;

Mengingat:

[y

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738); v

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);



Menetapkan:
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40
Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 990);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007
Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 014 TAHUN 2021
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 014
Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 14} diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ¢ /NOVe hber 2/

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal ¢ ~NoVehber So 2/

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR <7



" B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KESDARAAS BERMOTOR

JENIS DASAR
No UBAH BENTUK TAHUN PICK UP. BLINDVAN | MICROBUS | LIGHT TRUCK] . TRUCK TRONTON _[RACTOR HEAD
322 [TANKI 2018 49,000,000 - -1 67,000,000 | 77,000,000 - -
323 [TANKI 2019 50,000,000 N N -1 68,000,000 ] 78,000,000 - . -
324 [TANKI 2020 59,000,000 - B ~'17"69,000,000 1 79,000,000 |~ 84,000,000 § 89,000,000
325 WANKI 2021 60,000,000 70,000,000 | 80,000,000 | 85,000,000 | 90,000,000 ]
326 _[TRACTOR HEAD < 20012003 . X p . 130,000,000 " -
327 _ITRACTOR HEAD 2004 . p . : . p _
EAD 2005 B p N 8 z - :
f 3006 . . : p ) i, p
330 [TRACTOR HEAD 2007 - - - p . z :
331 |TRACTOR HEAD 2008 z . - . . . .
332 JTRACTOR HEAD 2009 - - . . . - o
333 |TRACTOR HEAD 2010 b . . . . . .
334 |TRACTORHEAD 2011 - . . . p ” _
335 |TRACTOR HEAD 2012 - p - p . N .
'336_|TRACTOR HEAD 2013 - B . . . 3 N
337 ITRACTOR HEAD 2014 z z N N A i N
338 }TRACTOR HEAD 2015 - z N . N p .
339 JTRACTOR HEAD 2016 - p . . - N p
340 {TRACTOR HEAD 2017 - . . . ; ; .
341 [TRACTOR HEAD 2018 - : . . . _ _
~.HEAD
2019 - N - . . - .
2020 b - p - . 84,000,000 -
2021 |... 85,000,000
2020 . N . . . 84,000,000 | 89,000,000
k 2021 90,000,000
347 _IVACUM 2020 49,000,000 < - =1 59,000,000 740007000 | -
"348_[VACUM 2021 50,000,000 60,000,000 | 70,000,000 | -~ 75,000,000 | /
] T 2020 34,000,000 | 34,000,000 p ~]""43,000,000] 54,000,000 | 59,000,000 -
350, WING BOX 2021 35000000 | 35000 000 45000000 | 55,000,000 ] 60,000 000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

SAHBIRIN NOOR
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